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NOMOR?*  TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

& bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

dan guna kelancaran tugas-tugas Bupati dalam

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan
pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarukal,
diperlukan adanys pembagian tugas dengan Wakil
Bupati;

buhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Wakil Bupat.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupalen Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 5§ Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebageimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembuaran Negara Repubtik
Indonesin Tahun 1999 Nomoer 169, Tambahan
Lembarun Negara Republik indonesia Nomor 3890}

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1enlang
Pemerintuhan Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Recpublik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tertang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32
Tahun 204 teniang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 38:44);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesta Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan  Pemerintahan
Dacrah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan
Lembariin Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang
Organisasi Prrangkat Daerah  [Lembaran NegAara
Republik  Indonesia  Tahun 2007, Nomar B9,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor474]j;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintzhan Yang Menjadi
Rewcnangan Pemenntahan Dacrah Kabupaten Jepara
(lembaran Dacrah kabupaten Jepara Tahun 2008
Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS WAKIL BUPATL

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,
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Daecrah adalah kKabupaten Jepara;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrzh scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Bupati adalah Bupati .Jepara;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jepara;

Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;

Tugas adalah pekerjaan yang dibebankan kepedn dan menjadi tanggung
jawab Wakil Bupati.

BAB I
TUGAS

Pasal 2

Wakil Bupati mempuny rai tugas:

.

membantu Bupati dalam menyvelenggarakan pemerintahan daerah;



b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi  vertikal
d dacrah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pPtngawasan
aparal pengawasan, melaksanakan pemberdayasn perempuan dan
pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan  pelestarian  sosial
budaya dan lingkungan hidup;

¢ memantau dan mengevaluasg penyelenggaraan pemerintahan di wilayah
kecamatan, kelurahan dan /atau desa;

d memberikan saran  dan perfimbangan  kepada Bupati  dalam
penyelenggaraan kegiatan pemenintah daerah:

¢. melaksanakan tugas dan kewajlban pemerintahan lainnva yang
diberikan oleh Bupati; dan

{. meclaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 3

Tugas Wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf
b, dikelompokkan sebagai berikut -
a Bidang Pemerintahan, terdivi dari -

1 melaksanakan pembinaan lerhadap aparstur pemerintahan  daiam;
yvpaya peningkatan penyelenggaraan pemenntahan, pembangunaen dan
pelayanan kepada masyarakat:

2. mengupayakan  penvelesaian permasaluhan yang  berkaitan dengan

peniclenggaraan pemerintihan:

mengkoordinasikan upava peningiatan Pendapaton Dacrah;
mengupayakan menarik investor untuk melaksanakan penanaman
modal i Deerah:

mengawasl pemberian izin investasi bagi dunia usaha baik aswasta dan
pemerintah;

merencanakan langkah-langkah strotegis penanggulangan bencana
memantau dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik;
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b Bidang Pengawasan, terdiri dar:
1. mengupavakan penvelesaian tindak lan jut  hasil pengawasan dan
pemeriksaan; .
2. melaksanakan pengawasan kedistplinan  dan  ketertiban aparntur
pemerintah daerah & lingkungan Pemerintah Daerah;
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas SKPD;

¢ Bidang Pemberdaysan Perempuan dan Pemuda

. mengkoordinanikan dan memfinsilitas peloksanasn pemherduyaan perethpuan
KB dan Prmuda;

2. Pembinaan dan supenis pelaksanssn  pemberdavaan perempuan, KB dan
pemuda;

3 meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses pendidikan, politik
dan meningkatkan Kualitas hidup sera sumber daya perempuan;

4. memperkuat kclembagaan, koordinasi dap JHriNgan pengarusutamasn
gender;

9. pengembangan kemitrman pemerintah daersh dengan masyarakat dalam
pembangunan kepemudaan

d. Bidang Sosial Budaya, lerdiri dan:
. pembinasn dan supervis; pemberdayaan lembaga adat dan budava;
2. mengKoordinasikan dan moemfasihiasi pemberdavaan lembaga adat dan
buda) ri;
3. pengembangun di bidang pemberdayaun adat dan kehidupan sosal budaya
masvarakar



. Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari -
Imengkoordinasikan Perguwasan  terhadap  poluksanaan penguiolaan  dan
Pemantauan ingkungan hidup dalam wilayvah kabu paten;
2. mengkoordinasiken Pengendaban  Pencemaran dan/atau  Kerusakan
lngkungan hidup;
3. mengkoordinasikan  pelaksanaan kebijakan  konservasi lingkungan
hidup dan pemanfisatan keanckaragaman havati;

Pasal $

Dalam melaksanakan ugas Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati
dan wajb menyampaikan laporan secara tertulis
BAR It
KETEN TUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaki poda tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
Bupau int dengan pPenempatannya dalam Beriia Dacrah Kabupaten .Jepara.

Ditetapkan di .fepara
pada tanggal 1 Agustue 2712

Duundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Aguotus 2012

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN .JEPARA

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 65.9



